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“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat , orang yang menuntut 
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dengan para Nabi”
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RINGKASAN 

 

Pelaksanan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai 

dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama ( KUA ), perkawinan bawa lari, 

sampai perkawinan yang popular dikalangan masyarakat, yaitu perkawinan yang 

tidak dicatatkan ( kawin sirri ). Perkawinan yang tidak dicatatkan yang dikenal 

dengan berbagai istilah lain seperti “ kawin bawah tangan “, “kawin sirri “ atau 

disebut juga dengan istilah “Nikah Sirri “ adalah perkawinan yang dilakukan 

berdasarkan aturan agama atau adat istiadat setempat dan tidak dicatatkan di 

kantor pegawai pencatat nikah ( KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan 

Sipil bagi non-Muslim ).  

Pernikahan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan 

pegawai pencatat nikah sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di 

Indonesia, hal ini sudah bisa dikatakan telah menjamur dan merupakan suatu 

fenomena yang sudah biasa, sebab masyarakat di Indonesia menganggap bahwa 

suatu pernikahan sirri wajib dilakukan untuk menghindari dari perbuatan dosa, 

masyarakat di Indonesia mayoritas menganut agama islam yang dalam hal ini 

apabila seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh bersama sebelum adanya 

suatu ikatan perkawinan, oleh karena itu masyarakat melakukan perkawinan sirri 

terlebih dahulu. 

Dalam hal ini, perkawinan dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa 

pengawasan pegawai pencatat nikah banyak menimbulkan pro dan kontra di 

masyarakat sebab dalam sistem Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah 

perkawinan Sirri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini 

diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. 

Bagaimana keabsahan dari perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan  pegawai 

Pencatat Nikah dan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah dimata Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 serta akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap 

anak serta harta dari hasil perkawinan tersebut apabila perkawinan tersebut 

dianggap tiak sah. 

Dengan adanya latar belakang tersebut diatas penulis tergugah untuk 

membahas skripsi yang berjudul : “Status Hukum Perkawinan Yang Dilaksanakan 

Tidak Dihadapan Dan Tanpa Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimanakah 

keabsahan dari Perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa 

pengawasan pegawai pencatat nikah bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan? (2) Bagaimana akibat hukum dari perkawinan 

yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah 

terhadap anak dan harta bersama apabila perkawinan tersebut dianggap tidak 

sah?Tujuan umum penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas 

guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, 

menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum 

lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang 
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diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan 

menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan 

masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Guna menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode 

analisa bahan hukum deduktif. 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Perkawinan yang dilaksanakan tidak 

dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah adalah tidak sah baik 

dimata agama dan dimata Undang-Undang. Hal ini karena pencatatan dari sebuah 

perkawinan sangatlah penting karena banyak menimbulkan manfaat serta untuk 

menjamin ketertiban hukum. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 pasal 2 menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan 

perundangan yang berlaku, juga dalam pasal 5 KHI yang menyebutkan bahwa 

agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat islam harus dicatatkan, dan juga 

karena tokoh masyarakat/ustadz/ulama tidak mempunyai kewenangan untuk 

melangsungkan pernikahan. Oleh karenanya perkawinan yang dilaksakan tidak 

dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah tidak sah menurut 

hukum islam maupun hukum Negara. Selain itu Akibat dari perkawinan yang 

dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah 

adalah bahwa apabila dalam perkawinan tersebut mengahsilkan anak maka anak 

tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya. 

Akibat lainnya adalah apabila dalam perkawinan tersebut terjadi perceraian maka 

si istri akan sulit mendapatkan harta bersama apabila si suami tidak mau 

memberikan karena dianggap harta tersebut merupakan harta bawaaan si suami, 

sebab suami yang bekerja. Selain itu bila si suami meninggal dunia maka istri dan 

anaknya akan sulit mendapatkan warisan. 

Saran yang dapat diberikan ialah Untuk memperoleh keabsahan dari 

perkawinan yang diakui baik oleh hukum islam maupun hukum Negara alangkah 

baiknya bila akan melangsungkan perkawinan haruslah mengikuti peraturan yang 

ada yakni dilaksakan dihadapan dan dalam pengawasan pegawai pencatat nikah 

agar dalam rumah tangga tersebut kedepannya tidak mendapat kesulitan apapun. 

Juga untuk pemerintah hedaknya pencatatan perkawinan di jadikan sebagai rukun 

karena mengingat pentingnya pencatatan perkawinan tersebut dan juga 

masyarakat harus sadar diri untuk tidak melaksanakan perkawinan yang 

dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah agar 

tidak terjadi lagi akibat-akibat buruk baik terhadap anak maupun harta bersama 

karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara ( tidak sah ). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus 

memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun 

kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan 

pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan 

sering kali tidak dihargai kesakralannya. Perkawinan merupakan sebuah media 

yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga yang 

merupakan satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi 

dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. 

Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
1
. Dengan 

adanya suatu perkawinan yang sah, maka pergaulan antara seorang laki-laki dan 

perempuan akan menjadi terhormat dengan kedudukan manusia itu sendiri di 

peradabannya, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang tentram, 

damai, dan penuh rasa kasi sayang. 

Berdasarkan kodratnya, manusia selalu berusaha mempertahankan hidup 

dan kelangsungan komunitasnya.Naluri mereka diwujudkan dengan adanya suatu 

perkawinan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan.Hal ini sangat 

relevan dengan salah satu dorongan biologis pada setiap manusia yaitu hasrat 

untuk mempertahankan keturunan.
2
 

Dalam suatu kajian hukum baik itu Hukum Negara maupun Hukum Islam, 

perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yang meliputi segi Hukum, Sosial, dan 

                                                             
1
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

2
Kansil, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,(Jakarta: Balai 

Pustaka,1989), hlm.2. 
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Ibadah.
3
Pertama dari segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu 

perjanjian yang sangat kuat dan kokoh. Kedua dari segi sosial, dalam hal ini 

perkawinan sudah otomatis mengangkat martabat perempuan sehingga tidak akan 

diperlakukan sewenang-wenang karena dari perkawinan tersebut akan lahir anak-

anak yang sah. Ketiga segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu 

kejadian yang penting dan sacral karena mengandung nilai ibadah. 

Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur mengenai tata cara 

pernikahan yang sah telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI). Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-

tiap pernikahan  dicatat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku”
4
. 

Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 yang intinya: sebuah perkawinan baru dianggap memiliki kekuatan hukum 

tetap jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai 

pencatat nikah.
5
Sedangkan berdasarkan konsep konvensional pernikahan 

dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. 

Pelaksanan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai 

dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama ( KUA ), perkawinan bawa lari, 

sampai perkawinan yang popular dikalangan masyarakat, yaitu perkawinan yang 

tidak dicatatkan ( kawin sirri ). Perkawinan yang tidak dicatatkan yang dikenal 

dengan berbagai istilah lain seperti “ kawin bawah tangan “, “kawin sirri “ atau 

disebut juga dengan istilah “Nikah Sirri “ adalah perkawinan yang dilakukan 

berdasarkan aturan agama atau adat istiadat setempat dan tidak dicatatkan di 

kantor pegawai pencatat nikah ( KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan 

Sipil bagi non-Muslim ).  

                                                             
3
Kamal Mukhtar, Asas-asasHukum Islam tentang Perkawinan, cct. Ke-3, (Jakarta: 

Bulan Bintang,1993), hlm.5-8. 
4
Pasal 2 ayat (2) 

5
BAB 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 
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Kaitannya dengan perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan 

tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah, bahwa perkawinan tersebut 

merupakan sebuah perkawinan yang tidak sah karena perkawinan yang sah 

haruslah perkawinan yang dicatatkan, akan tetapi dari sudut pandang agama suatu 

pernikahan sirri sudah dianggap pernikahan yang sah, oleh karena itu perkawinan 

yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah 

ini masih menimbulkan suatu tanda tanya yang besar terkait keabsahannya sebab 

antara agama dan hukum Negara punya pendapat yang berbeda. 

Pernikahan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan 

pegawai pencatat nikah sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di 

Indonesia, hal ini sudah bisa dikatakan telah menjamur dan merupakan suatu 

fenomena yang sudah biasa, sebab masyarakat di Indonesia menganggap bahwa 

suatu pernikahan sirri wajib dilakukan untuk menghindari dari perbuatan dosa, 

masyarakat di Indonesia mayoritas menganut agama islam yang dalam hal ini 

apabila seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh bersama sebelum adanya 

suatu ikatan perkawinan, oleh karena itu masyarakat melakukan perkawinan sirri 

terlebih dahulu. 

Dalam hal ini, perkawinan dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa 

pengawasan pegawai pencatat nikah banyak menimbulkan pro dan kontra di 

masyarakat sebab dalam sistem Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah 

perkawinan Sirri dalam sebuah peraturan.Namun, secara umum, istilah ini 

diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. 

Bagaimana keabsahan dari perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan  pegawai 

Pencatat Nikah dan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah dimata Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 serta akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap 

anak serta harta dari hasil perkawinan tersebut apabila perkawinan tersebut 

dianggap tiak sah. 
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Dengan adanya latar belakang tersebut diatas penulis tergugah untuk 

membahas skripsi yang berjudul : “Status Hukum Perkawinan Yang 

Dilaksanakan Tidak Dihadapan Dan Tanpa Pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul permasalahan atau 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keabsahan dari Perkawinan yang dilaksanakan tidak 

dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah bila ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 

2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan tidak 

dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah terhadap anak 

dan harta bersama apabila perkawinan tersebut dianggap tidak sah ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) 

macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu : 

1.3.1 Tujuan Umum 

a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang 

bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Jember. 

b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan 

hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik 

yang terjadi dalam masyarakat. 

c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang 

berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan 

almamater. 
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1.3.2  Tujuan Khusus 

 Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini 

antara lain : 

1. Untuk mengetahui dan memahami status hukum dari perkawinan yang 

dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah 

bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan yang 

dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah 

bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik itu terhadap 

anak maupun harta dari perkawinan tersebut apabila perkawinan tersebut 

dianggap tidak sah. 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan 

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan 

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.
6
 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan 

menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut atas permasalahan 

status hukum dari perkawinan yang pelaksanaannya tidak dilakukan dan tanpa 

pengawasan dari pegawai pencatat nikah.  

 

 

                                                             
6
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group,2010, ),Hal.194 
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1.4.3 Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang 

berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri.Keberadaan bahan-bahan hukum 

sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.
7
Adapun yang termasuk 

dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian 

hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para 

akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan situs-situs 

internet. 

c. Bahan Non Hukum 

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber 

bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non 

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan 

topik penulisan skripsi. 

1.4.4 Analisis Bahan Hukum 

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu 

metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum 

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan 

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain 

dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,  

                                                             
7
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,(Jakarta : 

Raja Grafindo Persada,2006), Hal.165 
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ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan 

kajian sebagai bahan komparatif.  

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu 

penelitian hukum, yaitu : 

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan 

untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. 

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekirangnya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan non-hukum. 

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan 

yang telah dikumpulkan. 

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. 

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di 

dalam kesimpulan.
8
 

Berdasarkan bahan hukum yang sudah di analisa akan memberikan suatu 

penjelasan yang kongkrit mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan, 

sehinggatidak terjadi pemahaman yang salah mengenai pemecahan masalah isu 

hukum yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Indonesia 

2.1.1 Pengaturan Hukum Perkawinan 

Bagi umat Islam Indonesia, aturan mengenai perkawinan menjadi 

persoalan sejak masa sebelum kemerdekaan. Mereka menghendaki agar 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secepat mungkin 

merampungkan sebuah Undang-undang tentang Perkawinan yang bisa 

menampung sebagian besar syariat islam. Seperti dimaklumi, sebelum lahirnya 

Undang-undang Nomor 1 Tahun1974, di Indonesia belaku berbagai macam 

hukum perkawinan sebagai peraturan pokok dalam pelaksanaan perkawinan, 

antara lain Hukum Adat  yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli 

dan hukum fiqh islam bagi yang beragama islam.
9
 

Penggolongan ini mengakibatkan timbulnya ketidak singkronan peraturan 

mana yang dipakai masyarakat sehingga sering muncullah golongan-golongan 

taat hukum yaitu :
10

 

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama 

yang telah diresipir dalam hukum adat. 

2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya belaku Hukum Adat. 

3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijk 

Ordonantie Christen Indonesia. 

4. Bagi orang timur asing cina dan warganegara Indonesia keturunan cina 

berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit 

perubahan. 

                                                             
9
Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), 

hal. 11 
10

Dikutip dari Penjelasan Umum pada Penjelasan Atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
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5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia 

keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. 

6. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan 

yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. 

Dengan melihat uraian diatas jelaslah bahwa pengaturan perkawinan 

sebelum era Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan bedasarkan 

golongan penduduk. Ini berarti, perkawinan seseorang diselenggarakan dengan 

berpedoman pada peraturan yang berlaku bagi golongannya kecuali ia 

menundukkan diri terhadap suatu hukm tertentu. Dalam hal penundukan diri, 

misalnya orang Indonesia asli yang beragama islam menundukkan diri pada 

KUHPerdata, maka baginya berlaku hukum yang baru, in casu Burgerlijk 

Wetboek, sedang hukum islam tidak lagi belaku baginya. 

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan Negara yang khusus berlaku bagi warga 

Negara Indonesia.Masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur 

perkawinan.
11

 Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-

Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974dan peraturan 

pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan 

hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan 

sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga 

Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah 

ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam.Undang-undang Perkawinan adalah segala 

sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat islamdalam 

                                                             
11

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung : Sumur, 

1974), hal. 7 
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hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim dilembaga Peradilan Agama dalam 

memeriksa dan memutus perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan 

sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak. 

Adapun yang sudahmenjadi peraturan perundang-undangan Negara yang 

mengatur perkawinan dan ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya 

Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan 

hukum materiil dari perkawinan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Peradilan Agama. 

Diantara beberapa hukum perundang-undangan tersebut diatas fokus 

bahasan diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hukum 

materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam Undang-undang ini. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan 

pelaksanaan dari beberapa materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 mengatur hukum acara (formil) dari perkawinan. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, saat ini merupakan peraturan 

pokok atau pedoman resmi bagi rakyat Indonesia unuk menyelenggarakan 

perkawinan. Meskipun demikian “ khusus bagi umat islam “ hukum Islam tetap 

berlaku sebagaimana dijamin sendiri oleh pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut 

diatas, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.  

Seperti kita ketahui, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir, 

di Indonesia berlaku bermacam-macam peraturan atau ketentuan yang mengatur 
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tentang pelaksanaan perkawinan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Staadsblad 1898 no. 158, dan 

sebagainya. Oleh karena itulah kemudian diusahakan suatu hukum perkawinan 

nasional yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia. 

Tetap berlakunya Hukum Perkawinan Islam bukan berarti lantas 

bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional, melainkan justru 

terdapat keserasian diantara keduanya.Kalaupun ada yang tidak sejalan, pada 

umumnya terdapat cara pemecahannya, perbedaan persepsi, dan beberapa 

tambahan lain seperti pencatatan perkawinan yang menjadi kekuatan hukum suatu 

perkawinan di Indonesia sampai sekarang masih dipersoalkan. Misalnya pada 

pasal 10 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa talak atau cerai paling 

banyak 2 (dua) kali, akan tetapi dilanjutkan dengan sepanjang masing-masing 

agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Selain 

itu pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan sahsesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing, hal ini menimbulkan persepsi bahwa 

pada setiap perkawinan kedua unsur tersebut yakni agama dan kepercayaan 

haruslah terpenuhi, sedangkan pada kenyataannya masyarakat cenderung hanya 

memenuhi satu unsur saja. 

Beberapa aturan dalam syariat islam telah diambil dan disesuaikan dengan 

kondisi masyarakat islam Indonesia ketika menyusun Undang-Undang 

Perkawinan Nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa penyusunan hukum 

perkawinan nasional tidak terlepas dari unsur-unsur keagamaan. Dengan lahirnya 

Undang-Undang Perkawinan dan perauran pelaksanaannya, maka untuk 

perkawinan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 

berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang 

ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan peraturan-peraturan lain yang 
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mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, 

dinyatakan tidak berlaku.
12

 

Dengan demikian, sejak saat itu semua perkawinan yang dilakukan oleh 

seluruh golongan penduduk Indonesia, pelaksanaanya harus bersumber pada 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali terhadap hal-hal yang belum 

diatur dalam Undang-Undang tersebut.. untuk mengkompromikan sebagai 

masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dengan adanya Undang-Undang 

Perkawinan maka pada tanggal 10 Juni 1991telah mengeluarkan Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan 

Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh pemerintah dan masyarakat yang 

memerlukannya. 

2.1.2 Pengertian Perkawinan 

 Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti 

majasi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal 

hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan 

wanita.Pengertian perkawinan dalam hal ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang 

yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undan-Undang perkawinan yaitu 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian secara bahasa 

Az-zawaaj adalah kata dalam bahasa arab yang menunjukkan arti 

bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. 

Sebagaimana firman alloh (yang artinya): “Dan apabila ruh-ruh dipertemukan 

(dengan tubuh) (Q.S At- Takwir7). Karena perkawinan menunjukkan makna 

bergandengan, maka disebut juga “Al-Aqd” yakni bergadengan (bersatu)nya 

antara laki-laki dengan perempuan, yang selanjutnya diistilahkan dengan 

“zawaaja”. 

                                                             
12
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2. Pengertian Secara Syar‟i 

Adapun secara Syar’i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan 

halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, 

dengan adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syari‟at.Lafadz yang semakna 

dengan “Azzuwaaj” adalah “An-Nikaah”, sebab nikah itu artinya saling bersatu 

dan saling masuk.Ada perbedaan pendapat diantara para ulama‟ tentang maksud 

dari lafadz “An-Nikaah” yang sebenarnya.Apakah berarti “perkawinan” atau 

“jima”.Selanjutnya, ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama 

karena berkaitan dengan dzat manusia dan mengikat antara dua jiwa dengan 

ikatan cinta dan kasih sayang, dank arena ikatan tersebut merupaka sebab adanya 

keturunan dan terpeliharanya kemaluan dari perbuatan keji. 

Beragam pendapat yang dikemukakan mengenai arti perkawinan menurut 

agama Islam diantara ahli hukum Islam.Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya 

bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para 

perumus untuk memasukkan unsure-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam 

perumusan perkawinan antara pihak satu dengan pihak lain. Walaupun ada 

perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua 

rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari 

seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian antara 

seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga sakinah, 

mawaddah, warahmah dan adanya perjanjian yang sangat kuat. 

Perkawinan yang dalam istilah agama islam disbut dengan “Nikah” adalah 

melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-

laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah 

pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan 

suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan 

ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Alloh. 
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b. Menurut Undang-Undang Perkawinan. 

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka 

harus dipahami secara menyeluruh ketentuan perkawinan.Ketentuan tersebut 

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merumuskan 

bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Pasal 2 dan 3 KHI merumuskan; perkawinan menurut hukum islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau kita 

bandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum islam 

dengan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI 

mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara 

keduanya. 

Namun demikian ada yang agak berbeda bila melihat kembali pasal 26 

KUHPerdata yang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan 

perdata.Memang rumusan ini kurang singkron dengan hukum perkawinan 

diatas.Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam 

hubungan hukum antara suami dan istri.Dengan perkawinan itu timbul suatu 

ikatan yang berisi hak dan kewajiban.
13

 

2.2 Dasar-dasar Perkawinan 

2.2.1 Tujuan Perkawinan 

 Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan 

yang sah dalam masayarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga 

                                                             
13

Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), Hal. 93. 
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yang damai dan tetntram.
14

 Dalam kaitannya dengan tujuan dari perkawinan ini 

ada beberapa pendapat baik itu bila dilihat dari hukum islam maupun Undang-

undang perkawinan sendiri. Tujuan perkawinan bila dipandang dari sudut 

pandang islam ada dua tujuan yang terpenting yaitu : 

1. Mendapatkan keturunan atau anak. Maksud dari “mendapatkan keturunan 

atau anak” yaitu dianjurkan dalam perkawinan tujuan pertamanya adalah 

untuk mendapatkan keturunan yang shaleh, yang dapa menyembah pada ilahi 

dan patuh terhadap kedua orang tuanya serta berkelakuan baik terhadap 

sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Menjaga diri dari yang haram. 

Tidak diragukan lagi bahwa tujuan dari dilaksanakannya perkawinan dalam 

islam adalah ntuk menjaga diri dari perbuatan zina dan semua perbuatan-

perbuatan keji, serta tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan 

syahwat saja. Memang bahwa memenuhi syahwat itu merupakan sebab untuk 

dapat menjaga diri, akan tetapi yidaklah akan terwujud penjagaan diri tersebut 

kecuali dengan tujuan dan niat. Maka tidak benar memisahkan dua perkara 

yang satu dengan yang lainnya, kerena manusia bila mengarahkan semua 

keinginannya untuk memenuhi syahwatnya dengan menyadarkan pada 

pemuasan nafsu yang berulang-ulangdan tidak ada niat memelihara diri dari 

perbuatan zina. 

 Oleh karena itu, maka harus ada bagi laki-laki dan perempuan tujuan yang 

mulia dari perbuatan bersenang-senang semata yang mereka lakukan, yaitu 

tujuannya memenuhi syahwat engan cara yang halal agar hajat mereka terpenuhi, 

dapat memelihara diri, dan berpaling dari perbuatan yang haram. 

 Selain dari kedua tujuan perkawinan diatas, juga ada pendapat yang 

mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan 

jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan 

                                                             
14

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (,Jakarta: Hidakarya agung, 

1979) Hal. 1 
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memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia, 

agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan juga 

ketentraman keluarga dan masyarakat.
15

 

 Dari tujuan perkawinan diatas maka dapat diperinci rumusan mengenai 

tujuan dari perkawinan sebagai berikut : 

a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan tabiat hajat 

manusia. 

b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 

c) Memperoleh keturunan yang sah. 

Jadi tujuan perkawinan adalah menurut perintah alloh untuk memperoleh 

keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mendirikan rumah tangga yang 

damai dan teratur.
16

 

 Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, pasal 1merumuskan bahwa : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok dari perkawinan 

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.Untuk itu suami istri perlu 

saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

untuk membantu dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam sebuah 

rumah tangga untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah. 

 Selain itu tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan 

mempunyai hubungan erat dengan agama, sehingga bukan hanya mempunyai 

unsur lahiriah saja akan tetapi juga unsur batin atau rohani juga mempunyai 

                                                             
15

Moh. Idris Ramulyo,Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

hal 26 
16

Mahmud  yunus, Op.Cit. 
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peranan penting.
17

Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh 

dua orang dalam hal ini merupan perjanjian anatara seorang laki-laki dan 

perempuan dengan tujuan material yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam 

pancasila. 

 Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Melaksanakan ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sudah 

dewasa guna untuk membentuk sebuah rumah tangga. 

2. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai 

dengan ajaran agama. 

3. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan manusia dan melakukan 

pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan. 

4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur dan tentram serta damai. 

2.2.2 Syarat sah Perkawinan 

 Suatu perkawinan bisa dikatan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat 

perkawinan yang sudah ditentukan.Dalam hal ini syarat sahnya suatu perkawinan 

dapat dilihat dari sudut pandang hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia. 

Dalam hukum islam untuk sahnya suatu perkawinan adalah setelah terpenuhinya 

syarat dan rukun dari perkawinan tersebut.
18

Syarat ialah suatu yang harus ada 

dalam (sebelum) perkwinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu 

sendiri.Apabila salah satu syarat dari perkawinan tersebut tidak dipenuhi maka 

perkawinan tersebut bisa dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah.Yang 

dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu 

sendiri jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin 

dilaksanakan. 

                                                             
17

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
18

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta:UIpress,1974), Hal. 125 
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 Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. 1 

Tahun 1974. Ketentuan Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan 

yang bersifat materil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan 

yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat dilihat dari 

ketentuan Pasal 6 s/d 11 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:  

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.  

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila 

salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah 

meninggal dunia.  

3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Kalau ada penyimpangan 

harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua 

pihak pria maupun wanita. 

4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 

kawin lagi kecuali memnuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.  

5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 

bercerai lagi untuk kedua kalinya.  

6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.  

 Mengenai waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:  

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 

hari, dihitung sejak kematian suami.  

2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih 

berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang 

dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap.  

3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu 

tunggu ditetapkan sampai melahirkan.  
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4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan 

bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu 

tunggu. 

 Sedangkan syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 

12 UU No. 1 Tahun 1974 dan direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 3 sampai 5 UU No. 1 Tahun 1974 

ditentukan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus 

memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana 

perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-

kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat 

dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan 

itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai. 

Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah 

sudah memenuhi syarat/belum. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai 

Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai 

Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:  

a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.  

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
19

 

 Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu.Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai 

pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara 

resmi.Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu 

lagi disimpan pada Panitera Pengadilan.Kepada suami dan Istri masing-masing 

diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13). 

 Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 dan 7 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat perkawinan, maka 

                                                             
19

Pasal 8 dan 9 Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 
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dapat disimpulkan pokok-pokok yang terkadung di dalamnya dalah sebagai 

berikut:  

a) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Maksud dari persetujuan 

dalam hal ini yaitu bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan 

kehendak bebas calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. 

Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan 

perkawinan merupakan syarat yang paling dominan dalam membentuk suatu 

keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai dengan tujuan perkawinan 

itu sendiri. 

b) Adanya ijin dari kedua orangtua atau wali (pasal 6 ayat 2). Mengenai ijin ini 

hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. 

Mengenai perlunya ijin ini sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban 

orangtua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orangtua secara susah 

payah dalam membesarkan anak-anaknya, sehingga kebebasan yang ada pada 

anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai 

menghilangkan fungsi tanggung jawab orangtua.  

c) Apabila kedua orangtua meninggal dunia, maka yang berhak memberi ijin 

sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3, 4 dan 5 adalah : Jika kedua orangtua 

masih hidup maka yang berhak memberi ijin adalah kedua-duanya. Sedangkan 

apabila satah seorang meninggal dunia, maka yang berhak memberikan ijin 

adalah salah satu yang masih hidup. Jika yang meninggal dunia adalah 

orangtua wanita, maka ijin perkawinan ada pada orangtua laki-laki, demikian 

juga sebaliknya. Dalam hal ijin ada pada pihak orangua perempuan, maka 

orangtua perempuan yang bertindak sebagai wali orangua perempuan, maka 

orangtua perempuan yang bertindak sebagai wali. Perlu diketahui bahwa pasal 

6 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

cendrung diperuntukkan bagi warganegara Indonesia non muslim, karena 

masalah perwalian sebagai mana yang diatur di dalam pasal ini bertentangan 

dengan perwalian menurut hukum Islam, dimana perwalian harus dilakukan 
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oleh seorang laki-laki, yang karena kedudukannya berhak menjadi wali. Akan 

tetapi jika kita hubungkan dengan pasal 6 ayat 6 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, maka ketentuan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam 

sebab sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 6 yang menentukan bahwa 

ketentuan tersebut pada ayat 1 sampai dengan 5 hanya berlaku sepanjang 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan 

tidak menetukan lain. Jadi dengan kata lain, bagi mereka yang beragama 

Islam, dengan adanya ketentuan pasal 6 ayat 6, dalam hal syarat-syarat 

perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5 

yang bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan dan perwalian 

sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, maka diijinkan bagi mereka 

untuk menggunakan syarat-syarat perkawinan dan perwalian sebagaimana 

yang diatur di dalam hukum Islam. 

d) Apabila salah seorang dari kedua orangtua dalam keadaan tidak mampu 

menyatakan kehendaknya karena disebabkan : 1) karena dibawah Curatele 

(pengampuan); 2) atau sakit ingatan; 3) tempat tinggalnya tidak diketahui, 

maka ijin cukup diberikan oleh salah satu pihak saja yang mampu menyatakan 

kehendaknya (pasal 6 ayat 3).  

e) Apabila kedua orangtua telah meninggal dunia atau kedua-duanya tidak 

mampu menyatakan kehendaknya, maka yang berhak memberi ijin adalah: 

1) Wali yang memelihara calon mempelai. 

2) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan 

lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4).  

f) Jika ada perbedaan pendapat antara mereka sebagaimana yang disebut dalam 

pasal 6 ayat 2, 3 dan 4, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak 

ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal 

orang yang hendak melaksanakan perkawinan yang berhak memberikan ijin. 

Ijin dari Pengadilan ini diberikan atas permintaan pihak yang hendak 
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melaksanakan perkawinan setelah lebih dahulu pengadiian mendengar sendiri 

keterangan dari orang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (2), 

(3) dan (4).  

g) Batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 

tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri (pasal 7 ayat 1). 

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangat penting 

karena perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, harus dilaksanakan oleh mereka 

yang sudah cukup matang, baik dari segi biologis maupun dari segi 

psikologinya. Hal ini sangat penting karena dalam mewujudkan tujuan dan 

perkawinan itu sendiri, serta juga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada 

usia dini atau perkawinan anak-anak, karena perkawinan yang dilakukan pada 

usia dini banyak mengakibatkan perceraian dan keturunannya yang tidak sehat 

sebagai akibat dari kekurangsiapan para calon mempelai, baik dari segi 

biologi maupun dari segi psikologi. Sungguh pun demikian, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kelonggaran untuk dilaksanakan 

suatu perkawinan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut di 

atas, sepanjang ada dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari 

kedua orangtua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat 2). 

2.2.3 Pencatatan Perkawinan 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang bahwa 

perkawinan merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan. Dalam hal ini akad 

nikah memiliki kedudukan yang sentral, sebegitu pentingnya akad nikah sampai 

ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian 

tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar 

inilah fikih islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Hal ini tentu 

sangat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang 

sangat penting. 
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 Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus 

berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi.Ada beberapa 

analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi 

perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada dalam ayat al-quran yang 

menganjurkan untuk mencatat segala perbuatan muamalah.Pertama, larangan 

untuk menulis sesuatu selain al-quran, akibatnya kultur tulis tidak begitu 

berkembang disbanding dengan kultur hafalan. Kedua, kelanjutan dari yang 

pertama, maka mereka sangat mengadalakan hafalan krena mengingat sebuah 

peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.Ketiga, 

tradisi walimat al-ursy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi 

disamping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan.Keempat, ada kesan 

perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar 

wilayah Negara yang berbeda.biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung 

dimana calon suami dan calon istriberada dalam satu wilayah yang sama, 

sehingga alat bukti kawin selain saksi masih belum dibutuhkan. 

 Dengan alasan-alasan yang telah disebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa 

pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus 

belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah 

perkawinan.
20

Pergeseran kultur lisan menuju kepada kultur tulis sebagai cirri 

masyarakat modern, menuntut dijdaikannya akta sebagai bukti autentik. Saksi 

hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak saja bisa hilang dengan sebab kematian, 

namun dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan.Atas dasar inilah diperlukan 

sebuah bukti yang abadi yang disebut dengan akta.Dengan demikian salah satu 

bentuk pembaruan hukum kekeluargaan islam adalah dimuatnya pencatatan 

perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. 

 Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) 

dinyatakan bahwa : 

                                                             
20

Amiur Nurudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia,( Jakarta: Prenada 

Media,2004), Hal. 121 
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Tiap-tiap perkwainan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan 

perkawinan.Didalam penjelasannya tidak ada uraian yang mengatur mengenai 

pencatatan yang lebih rinci kecuali yang dimuat dalam PP No.9 tahun 1975. Ini 

berbeda dengan ayat 1 yang didalam penjelasannyadikatakan (i) tidak ada 

perkawinan diluar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk 

ketentuan perundang-undangan.Adapun tujuan pencatatan perkawinan antara lain:  

(1)  Menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.  

(2) Preventif, agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik 

menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan.  

(3) Melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terutama isteri dalam 

kehidupan rumah tangga dan anak-anak.  

(4) Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mau bertanggung 

jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk 

mengajukan gugatan, karena Akta Perkawinan merupakan bukti otentik. 

 Dalam hal ini pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat yakni 

preventif dan represif.Manfaat preventif diantaranya untuk menganggulangi agar 

tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik 

menurut hokum dan kepercayaannya itu, meupun menurut Undang-

Undang.Dalam tataran praktis, penyimpangan itu dapat dideteksi melalui prosedur 

yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.Manfaat 

pencatatan perkawinan yang bersifat represif adalah sebagai bukti hukum, di 

mana suatu perkawinan dianggap ada dan diakui sebagai suatu perkawinan ketika 

ada tanda bukti perkawinan atau akta nikah sebagai tanda bukti autentik. 

Penalaran a contrario dari pernyataan di atas, jika perkawinan itu tidak tercatat 
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sehingga karenanya tidak terbit akta nikah, maka di depan hukum perkawinan 

tersebut dianggap tidak ada (never excisted).
21

 

 

2.3 Kedudukan suami-istri, anak dan harta kekayaan dalam perkawinan.  

2.3.1Kedudukan suami istri dalam perkawinan. 

 Beberapa pasala yang menjelaskan mengenai kedudukan suami istri dalam 

Undang-Undang Perkawinan tidak berbeda jauh dari hukum islam. Pasal 30 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami istri memikul 

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar 

dari susunan masyarakat. 

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

rumah tangga.Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum.Suami adalah kepala rumah tangga sedangkan istri adalah ibu rumah 

tangga (Pasal 31 ayat 1-3).Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap 

yang ditentukan oleh suami istri bersama.Suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.Jika suami 

istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada 

pengadilan. 

 Apabila kita telaah dan bandingkan, ketentuan yang ada dalam Undang-

undang Perkawinan dengan ketentuan dalam KUHPerdata, maka akan nampak 

adanya pengaruh KUHPerdata yang masuk misal pasal 33 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang hampir mendekati pasal 103 KUHPerdata. Namun 

Undang-Undang perkawinan ini sudah menempatkan keseimbangan kedudukan 

suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat.Seorang 

istri yang telah dicerai suaminya dalam Hukum Perkawinan Indonesia berlaku 
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ketentuan yang telah diatur terutama berkaitan dengan nafkah selama masa iddah, 

harta bawaan dan harta gono-gini. 

2.3.2 Kedudukan Anak 

 Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan 

keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah di dasarkan atas adanya 

perkawinan yang sah, dalam artian bahwa yang satu adalah keturunan yang lain 

berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak 

yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah 

keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut 

anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. 

 Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang 

sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan.Sebab anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya. Menurut UUP anak yang sah adalah anak akibat perkawinan 

yang sah meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usianya 

kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.  

berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat dua kemungkinan terkait anak yang 

sah yakni : 

1. Lahir dalam perkawinan yang sah. 

2. Sebagai akibat dari perkawinan yang sah. 

 Terkait dengan kedudukan anak tersebut, terdapat perbedaan antara 

hukum islam dengan Undang-undang perkawinan. Dalam hukum islam seorang 

anak dianggap saha apabila lahir akibat dari pernikahan yang sah sementara 

menurut UUP seorang anak tersebut dianggap anak sah apabila lahir meskipun 

dari perkwainan seorang wanita hamil tanpa mempersoalkan berapa usia 

kehamilannya tersebut. 

2.3.2 Kedudukan harta kekayaan 

 Adanya perkawinan yang sah menurut hukum maka akan menimbulkan 

akibat hukum. Salah satu  akibat hukum dari suatu perkainan adalah timbulnya 
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harta benda dalam perkawinan. Begitu juga dengan terjadinya perceraian baik 

yang diakibatkan karena kematian salah satu pihak ( suami atau istri ) atau karena 

adanya permohonan atau gugatan cerai dan akhirnya diputus ole pengadilan. 

Semua itu menimbulkan dampak dari kehidupan yang telah dijalani sebagai 

pasangan suami istri yaitu harta benda. 

 Berkaitan dengan harta dalam perkawinan diatur dalam perundangan di 

Indonesia yaitu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan 

Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang perkawinan mengatur tentang harta 

perkawinan (gono-gini) dalam satu bab, yakni bab VII yang di dalamnnya 

terdapat 3 pasal, yaitu : pasal 35 sampai dengan paal 37 yang menyatakan sebagai 

berikut: 

Pasal 35: 

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan 

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

Pasal 36: 

(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan 

kedua belah pihak. 

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 

Pasal 37: 

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing. 

Dalam pasal 37 tersebut yang dimaksud dengan “hukumnya” adalah hukum 

agama, hukum adat dan hukum lainnya. 
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2.4  Tinjauan Umum Perkawinan yang tidak dicatatkan 

2.4.1  Pengertian perkawinan yang tidak dicatatkan 

 Praktek perkawinan yang tidak dicatatkan yang sering disebut dengan 

nikah sirri yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak lepas 

dari pengaruh tradisi islam di Negara-negara Arab yang dilakuakan pada masa 

setelah nabi Muhammad SAW. Kini istilah perkawinan yang tidak dicatatkan ini 

berkembang dan diindonesiakan menjadi perkawinan bawah tangan.
22

 Meski 

antara perkawinan yang tidak dicatatkan dan perkwinan bawah tangan tidak selalu 

sama. Setidaknya ketidaksamaan itu apabila kawin yang tidak dicatatkan (kawin 

sirri) dilakukan oleh orang muslim sementara kawin bawah tangan dilakukan oleh 

siapa saja (berbagai agama). 

 Perkawinan yang tidak dicatatkan (kawin sirri) sudah dikenal sejak dulu, 

hanya saja perkawinan ini berbeda pengertian dengan perkawinan sirri pada 

jaman sekarang.Pada jaman dahulu yang dimaksud nikah sirri (perkawinan yang 

tidak dicatatkan) yaitu perkawinan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun dalam 

perkawinan serta syarat perkawinan.hanya saja dalam hal ini saksi dala 

perkawinan tersebut tidak memberitahukan perkawinan tersebut kepada khalayak 

ramai. 

 Adapun pengertian perkawinan yang tidak dicatatkan yang dikenal oleh 

masyarakat Indonesia sekarang adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau 

wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, akan tetapi tidak dilakukan dan tanpa 

pengawasan pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam atau dikantor catatan sipil bagi 

yang beragama non muslim, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta 

nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

 Perkawinan sirri yang dikenal masyarakat seperti tersebut diatas muncul 

setelah diundangkannnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 
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sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-

undang tersebut disebutkan bawa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan 

menurut ketentuan agama juga arus dicatatkan.
23

 

 Tata cara pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan ini pada intinya 

sama dengan tatacara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam hukum 

perkawinan islam. Perkawinan ini dilakukan dihadapan tokoh agama atau 

dipondok pesantren yang dipimpin oleh kyai dengan dihadiri oleh beberapa orang 

yang berungsi sebagai saksi.Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan 

sirri ini cukup dating ketempat kyai tersebut dengan membawa wali bagi 

mempelai wanita dan membawa dua orang saksi.Dalam perkawinan ini yang 

bertindak sebagai kadhi adalah tokoh agama setelah menerima pelimpahan dari 

wali nikah calon mempelai wanita. 

Sebenarnya dalam hal ini yang wajib menikahkan adalah orang tua dari 

mempelai wanitanya namun dengan berbagai hal kadang dilimpahkan kepada 

tokoh agama tersebut.Dengan demikian pelaksanaan perkawinan seperti ini 

dilakukan secara lisan dan tidak dicatatkan dalam suatu bukti tertulis atau akta 

atau dalam bentuk pencatatan lain. Semua identitas para pihak, hari, tanggal, 

tahun dan lain-lain tidak dicatat. 

 Fenomena perkawinan yang tidak dilaksanakan dan tanpa pengawasan 

pegawai pencatat nikah ini adalah realitayang sedang memanas dikalangan 

masyarakat. Banyak alasan yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan 

pencatatan nikah antara lain: 

a) Karena sudah bertunangan 

b) Untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan. 

c) Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang 

dianggap berbelit-belit. 

d) Karena calon istri terlanjur hamil diluar nikah. 

                                                             
23
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e) Untuk menghindari tuntutan hukum oleh istrinya dibelakang hari, karena 

perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama, tidak dapat 

dituntut secara hukum. 

f) Agar tidak diketahui oleh istri pertama dan juga untuk menghindari hukuman 

administratif yang akan dijatuhkan atasan. 

g) Salah seorang dari calon pengantin belum cukup umur untuk melangsungkan 

perkawinan. 

 Praktek perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh sebagai 

masyarakat Indonesia adalah cerminan ketaatan seseorang terhadap ajaran agama 

isalam yang sempit, karena pemahaman tentang ketentuan tidak dilaksanakan 

secara utuh. Hakekat perkawinan dalam islam tercermin dari telah dipenuhinya 

syarat dan rukun sahnya perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar banyak 

muslim yang melakukan perkawinan secara agama saja. 

 Perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan 

pegawai pencatat nikah(perkawinan yang tidak dicatatkan) adalah perkawinan 

yang dilakukan yang telah memenuhi tuntunan ajaran agama dan bukan tuntunan 

Negara. Perkawinan semacam ini di Indonesia identik dengan perkawinan yang 

tidak dicatatkan kepada lembaga Negara sesuai ketentuan hukum Negara. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Tidak Dihadapan Dan 

Tanpa Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 

 

Istilah perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa 

pengawasan pegawai pencatat nikah atau yang biasa disebut sebagai kawin sirri 

atau perkawinan yang tidak dicatatkan  merupakan sesuatu yang sudah sejak lama 

hingga kini menjadi kontroversi di masyarakat, menjadi silang pendapat mengenai 

keabsahannya baik itu menurut hukum islam maupun hukum positif Indonesia, 

bukan merupakan suatu sebab yang berdiri sendiri. 

Hakekat perkawinan dalam  hukum  islam tercermin dari telah 

terpenuhinya syarat dan rukun sahnya perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar 

setiap muslim melakukan perkawinan secara sirri atau perkawinan yang 

dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah. 

Pada dasarnya istilah perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa 

pengawasan pegawai pencatat nikah atau nikah sirri ini tidak dikenal dalam 

hukum  Negara. Hukum perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah 

perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan 

yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah 

atau perkawinan sirri adalah sebuah realita yang dipopulerkan masyarakat 

Indonesia untuk menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan dihadapan pihak 

berwenang ( Islam di KUA dan non Islam di Catatan Sipil ). 

Didalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan berdasarkan Undang-Undang 

yang berlaku, hal ini menimbulkan persepsi bahwa pencatatan perkawinan 

merupakan suatu syarat sah dari sebuah perkawinan, padahal dalam pasal 1 

Undang-Undang Perkawinan tersebut disebutkan “ Perkawinan adalah sah bila 
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dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya”. Hal ini tentu 

menimbulkan kebimbangan dalam masyarakat untuk menentukan sah atau 

tidaknya perkawinan yang dilaksakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan 

pegawai pencatat nikah tersebut. 

Bagi sebagian orang aturan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan 

tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap 

perkawinan sebagai satu ikatan yang sangat sakral dan penuh dengan nuansa 

agama.
24

Dalam prosesnya, nilai dan tradisi hukum lain yang juga secara informal 

terdapat didalam masyarakat harus ditinggalkan atau disesuaikan dengan prinsip 

hukum Negara. Dalam hal ini didapat bahwa kodifikasi hukum perkawinan 

melalui penetapan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 berpengaruh buruk pada 

peran hukum perkawinan islam. Tradisi pencatatan perkawinan ini  tentu saja 

merupakan cara yang asing bagi hukum keluarga islam. Para fuqoha sejak masa 

awal islam selalu mendiskusikan persoalan kesaksian yang dibutuhkan untuk 

kesaksian upacara perkawinan (Ijab Kabul), tidak membahas perlunya mencatat 

perjanjian perkawinan diatas kertas.
25

Jadi prinsip perkawinan harus tercatat secara 

tertulis tidak ada dalam Islam. Aturan Negara untuk mencatat perkawinan bagi 

seluruh rakyat Indonesia sangat sulit diterapkan terutama bagi muslim yang 

percaya bahwa perkainan bagian dari praktek agama mereka. Ada pandangan lain 

dari sebagai dampak pemberlakuan aturan pencatatan perkawinan terhadap ajaran 

subtantif hukum perkawinan Islam. Perkawinan dicatat agar jangan sampai ada 

kekacauan.
26

 

Hal ini berbeda dengan pandangan kebanyakan ilmuwan non muslim yang 

memandang bahwa pencatatan perkawinan sebagai salah satu faktor yang 

menentukan keabsahan dari hukum Perkawinan. Namun bagi kalangan 

                                                             
24 Dikutip dari Khoirudin Nasution, Signifikasi Amandemen Undang-Undang Bidang 

Perkawinan, www.khoirudin.com pada hari senin 19 April jam 14.00 WIB. 
25 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hkum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi 

Dalam Sistem Hukum Indonesi, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), Hal.264 
26 Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), Hal.336 
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kebanyakan muslim pencatatan perkawinan hanya merupakan tradisi yang 

dipaksakan pemerintah dengan tradisi masyarakat muslim hanya untuk mematuhi 

tuntutan administrasi Negara dan bukan tuntutan agama. Bagaimana hukum 

perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai 

pencatat nikah atau sering disebut nikah sirri selalu menjadi perhatian dan 

perdebatan dikalangan para ahli hukum.Ada dua pendapat mengenai masalah 

nikah sirri tersebut.Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut 

merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang.
27

Kedua, pendapat yang 

mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan bukan suatu pelanggaran 

hukum/Undang-Undang.
28

 

Perbedaan pendapat tentang menentukan atau tidaknya pencatatan 

perkawinan terhadap keabsahan suatu perkawinan bersumber pada pemisahan 

ketentuan tentang keharusan melakukan perkawinan menurut hukum agama dan 

kepercayaannya disatu pihak dan keharusan mencatatkan perkawinan di pihak 

lain pada ayat yang berbeda, meskipun sama-sama dalam pasal 2 Undang-Undang 

Perkawinan. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu kebimbangan dikalangan 

masyarakat terlebih lagi terhadap masyarakat yang awam akan hukum. 

Menurut Subekti, Undang-Undang Perkawinan mengandung pasal-pasal 

yang tidak jelas, Pasal 2 Undang-Undang perkawinan tidak secara tegas 

menunjuk keabsahan suatu perkawinan. Jika dilihat teks dari pasal 2 Undang-

Undang Perkawinan itu saja, timbul kesan bahwa pencatatan perkawinan hanya 

sekedar perbuatan administrasi belaka sedangkan perkawinannya sudah dilahirkan 

secara sah saat dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan seperti 

yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.
29

Tetapi jika dilihat 

dalam pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang mengharuskan perkawinan 

                                                             
27 Adanya pendapat ini karena dengan memahami UUNo.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan 

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 2-10 dan Pasal 45 
28 Pendapat ini didadarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyimpulkan 

bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administrasi belaka. 
29 Prof. Dr. Hazzainin, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Ui Press,1991), 

Hal.23 
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dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikahakan terlihat bahwa Pegawai 

Pencatat Nikah itu memberi keabsahan terhadap sebuah perkawinan. Oleh 

karenanya terkait dengan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan tidak 

dihadapan dan tanpa pengawasan Pegawai Penatat Nikah masih menimbulkan 

tandan tanya besar. 

Terkait dengan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan 

dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah,Bagir manan menyebutkan bahwa 

pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukakan,
30

 

oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri.Melihat dari 

hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak 

dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah adalah tetap sah asal 

telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.Pendapat inilah yang pada saat ini 

dipegang teguh oleh masyarakat umum sehingga praktik perkawinan yang tidak 

dicatatkan marak terjadi. Namun apabila hal ini ditelisik lebih jauh akan berbeda 

jadinya mengingat pencatatan perkawinan mempunyai sesuatu tujuan yang sangat 

penting dan luas selain hanya untuk masalah administrasi semata.Sebab apabila 

suatu perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka kedepannya akan menimbulkan 

dampak buruk pada perkawinan tersebut apabila dikemudian hari perkawinan 

tersebut timbul suatu masalah semisal perceraian, dan juga perkawinan hanya 

dapat dibuktikan dengan akta nikah. Jadi jika perkawinan tidak dicatatkan, berarti 

illegal dan berimplikasi sangat jauh.Walaupun alasan utama pencatatan nikah 

„sekedar‟ untuk ketertiban administrasi, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 5 

ayat (1) KHI, namun dalam prakteknya berimplikasi sangat jauh. 

Pasal 5 ayat (1) KHI menyebutkan: “agar terjamin ketertiban perkawinan 

bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Terciptanya ketertiban 

yang berkaitan dengan administratif kenegaraan diharapkan akan mengarah 

kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan; peristiwa-peristiwa 

                                                             
30

Dikutip dari https://www.facebook.com/notes/zul-fadli/perkawinan-yang-tidak-

dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi/435947775782 pada hari kamis 11 

juni 2015 jam 19.23 WIB 
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perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama 

perempuan) yang dirugikan. Dengan kata lain peraturan itu dibuat bukannya tanpa 

tujuan.Untuk mencatatkan perkawinannya masing-masing pihak calon suami dan 

istri harus memenuhi berbagai persyaratan dan mengisi berbagai blanko untuk 

menjamin kejelasan status dan wali (sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan 6 PP 

Nomor 9 Tahun 1975).Dengan ini diharapkan tidak terjadi penipuan status dan 

ketidakjelasan-ketidakjelasan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

berumah tangga dan dalam prakteknya, dengan keharusan memenuhi persyaratan 

administratif saja, masih ada yang merekayasa/ memalsukan statusnya, apalagi 

jika tidak ada persyaratan-persyaratan tersebut. 

Jika di telisik lebih jauh lagi Perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya 

tidak sesuai dengan “maqashid asy-syar’iyah”, karena ada beberapa tujuan 

syari‟ah yang dihilangkan, diantaranya:
31

 

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar 

orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami 

istri yang syah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B, tetapi 

dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, selalu disembunyikan agar tidak 

diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan, 

2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan 

pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak 

wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya, 

3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak 

madlaratnya dari pada maslahatnya, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan 

dibawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari 

pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya 

ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawahtangan tidak mempunyai 

kekuatan hukum untuk menuntut harta waritsan dari ayahnya, 
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4. Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan ke dua, ke tiga dan 

seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di 

bawahtangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah 

menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan 

kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, 

sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.  

Kalau kita telusuri eksistensinya secara luas dan mendalam, serta 

direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, baik 

secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan 

konsekwensinya, tentu sangat luas obyek yang ditimbulkan dari model pernikahan 

dibawah tangan/ nikah sirri yang berpengaruh besar dalam perkembangan 

peradaban manusia dengan teknologi dewasa ini, baik dalam hubungan anggota 

masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta suatu Negara. 

Karena hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum dikenal 

dapat dicoba mengenalnya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam 

masyarakat itu, sebab hukum mencerminkan masyarakat.Dari seluruh sistem 

hukum, maka perkawinan yan menentukan dan mencerminkan sistem 

kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.
32

 

Suatu bentuk perkawinan yang telah menjadi model masa kini yang timbul 

dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat islam di Indonesia yakni 

nikah dibawah tangan, dimana mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan 

cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, yang 

terlalu birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka 

menempuh cara tersendiri yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam 

ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”, yaitu 

suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-

undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat 
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menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk 

mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.
33

 

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, untuk dikatakan sahnya 

perkawinan, adalah apabila perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syarat-

syaratnya. Berikut adalah Rukun perkawinan yang tercantum dalam pasal 14 

Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:  

1.    Calon mempelai suami 

2.    Calon mempelai istri 

3.    Wali Nikah 

4.    Dua orang saksi 

5.    Ijab kabul.
34

 

Sedangkan Syarat perkawinan sebagai mana tercantum dalam pasal 6 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut: 

a) Perkawina harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai.  

b) Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun 

harus mendapat izin dari ke dua orang tua, jika wanita kurang dari umur 

16 tahun dan pria kurang dari umut 19 tahun, maka harus mendapat izin 

dari Pengadilan (dispensasi kawin).  

c) Tidak ada larangan menurut hukum Islam.
35

 

Masyarakat Muslim Indonesia sangat meyakini bahwa rukun perkawinan 

adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga perkawinan (pernikahan) yang 

sudah memenuhi rukun tersebut di atas, maka perkawinan tersebut sudah 

dikatakan syah menurut hukum Islam, padahal ulama mazhab berbeda pendapat 

mengenai rukun perkawinan itu sendiri seperti telah diuraikan diatas, perbedaan 

itu diantaranya: 

                                                             
33 Gouw Giok Siong, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku ke empat, (Jakarta: 

Kinta, 1964), Hal. 201. 
34Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.Himpunan Peraturan Perundang-

undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta: 2001), Hal 321. 
35 Ibid, Hal.133 
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A. Menurut Imam Malik rukum pernikahan ada lima, diantaranya 1). Wali 

dari pihak perempuan, 2). Mahar (maskawin), 3). Calon mempelai laki-

laki, 4). Calon mempelai perempuan, 5). Sighat akad nikah.
36

 

B. Menurut Ulama Syafi‟iyyah rukun pernikahan ada lima, diantaranya 1). 

Calon mempelai laki-laki, 2). Calon mempelai perempuan, 3). Wali, 4). 

Dua orang saksi, 5). Sighat akad nikah.  

C. Menurut Ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja. 

Imam Malik menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan sedangkan saksi bukan 

sebagai rukun pekwinan, ulama Syafi‟iyah dua orang saksi dijadikan sebagai 

rukun pernikahan sedangkan mahar bukan sebagai rukun pernikahan, begitu juga 

ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun perkawinan hanya ijab qabul 

saja, sedangkan yang lainnya bukan sebagai rukun perkawinan.Imam Syafi‟i 

sendiri dalam Al-Umm tidak menjelaskan tentang rukun pekawinan. 

Secara sederhana dapat diketahui bahwa diantara ulama Mazhab sendiri 

tidak ada kesepakatan tentang rukun perkawinan, oleh karena itu rukun 

perkawinan yang sudah masyhur di masyarakat atau segaimana yang tercantum 

pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bukanlah suatu hal yang sudah final, akan 

tetapi ada kemungkinan untuk berubah baik ditambah atau dikurangi sesuai 

dengan kebutuhan dan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Calon mempelai 

pria dan calon mempelai wanita dijadikan sebagai rukun perkawinan, bukan 

karena ada petunjuk dari Al-Quran atau Al-Sunnah, akan tetapi semata-mata hasil 

ijtihad ulama, Al-Quran dan Al-Sunnah tidak menjelaskan adanya calon 

mempelai pria dan calon mempelai wanita yang mengarah untuk dijadikan 

sebagai rukun pernikahan. Oleh karena itu Imam Hanafi tidak menjadikan calon 

mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai rukun perkawinan.Sedangkan 

wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi dijadikan sebagai rukun 

perkawinan karena ada petunjuk hadits Nabi yang berbunyi:"Tidak syah nikah 

tanpa wali dan dua orang saksi yang adil." 
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Ulama Syafi‟iyyah dan Imam Hambali menerima hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan menurut mereka hadits tersebut kuat, oleh 

karena itu wali dan dua orang saksi dijadikan sebagai rukun perkawinan, tetapi 

Imam Malik hanya menerima hadits tentang wali dan tidak menerima hadits 

tentang saksi, oleh karena itu Imam Malik menyatakan saksi tidak termasuk rukun 

perkawinan. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan hadist tersebut kurang kuat, 

oleh karena itu Imam Hanafi menyatakan wali nikah dan dua orang saksi tidak 

dijadikan sebagai rukun perkawinan.Ulama Syafi‟iyah telah menjadikan wali dan 

dua orang saksi sebagai rukun perkawinan serta Imam Malik menjadikan wali 

sebagai rukun perkawinan, oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian wali dan 

dua orang saksi itu sendiri.Wali menurut bahasa artinya amat dekat atau yang 

melindungi, sedangkan yang dimaksud wali nikah adalah orang yang berhak 

untuk menikahkan seorang perempuan kepada pria pilihannya karena ada 

hubungan darah.Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai hubungan darah 

tidak berwenang atau tidak berhak untuk menikahkan seseorang perempuan 

dengan pilihannya. Sebagaimana telah disepakati para ulama fiqh, urutan wali 

adalah dari yang paling dekat seperti ayah, kakek, saudara pria sekandung, 

saudara pria sebapak dan seterusnya, yang kesemuanya itu dari garis keturunan 

pria. 

Imam Syafi‟i menjelaskan pernikahan harus disaksikan oleh dua orang 

saksi yang adil, apabila hanya satu saja saksi yang hadir maka pernikahan tersebut 

adalah batal, saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh 

sulthan, bukan sembarang saksi, karena sembarang saksi tidak bisa dijamin 

keadilannya.
37

 

Dari uraian tersebut di atas, pada dasarnya rukun perkawinan yang lima 

sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak disepakati oleh imam mazhab, hanya 

ijab qabul saja yang telah disepakati sebagai rukun perkawinan oleh sebagian 
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besar ulama mazhab, sedangkan yang lainya masih diperselisihkan. Oleh karena 

masih diperselisihkan, akibatnya dapat disimpulkan rukun perkawinan yang lima 

itu belum final (masih ijtihadi), oleh karenanya ada kemungkinan rukun 

pernikahan bisa bertambah atau bisa berkurang dari yang lima, sesuai dengan 

kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia. 

Inilah yang dimaksud dengan perubahan hukum sesuai dengan perubahan 

maslahah. 

Atas dasar itu rukun perkawinan itu ada enam, dengan menambahkan 

pencatatan sebagai rukun perkawinan. Dasar pencatatan sebagai rukun 

perkawinan adalah sebagai berikut : 

1. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. 

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan “Ulil Amri” 

adalah pemerintah (Pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun menerintah 

dibawahnya, dimana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat 

manusia.Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk 

kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak 

bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
38 

 Menurut Mujahid, Atha dan 

Hasan Basri yang dimaskud dengan “Ulil amri” adalah pemimpin yang ahli dalam 

agama. Oleh karena itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang ahli dalam 

agama wajib ditaati, sedangkan aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum 

Allah dan Rasulnya tidak perlu ditaati, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang 

shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya “ Sesungguhnya 

taat itu hanya untuk yang baik sedangkan untuk kemaksiatan tidak wajib taat”.
39

 

                                                             
38 Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Tafsir Al-MaraghiAl-Maktabah At-Tijariyah, (Makkatul 
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Dengan demikian yang dimaksud dengan “Ulil Amri Minkum” adalah 

pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh masyarakat itu sendiri atau yang 

dinobatkan sebagai raja, untuk mengatur kehidupan masyarakat.Aturan-aturan 

yang dibuat oleh pemimpin atau raja untuk kemaslahatan manusia harus ditaati, 

selama aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.Aturan-

aturan yang dimaksud adalah yang dibuat oleh pemerintah/raja, atau aturan-aturan 

yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu/para ulama yang kemudian dijadikan 

sebagai kebijakan dalam pemerintahannya. Kalau dilihat dari ilmu ushul fiqh, 

firman Allah tersebut di atas mengandung arti Amr (perintah), yaitu perintah 

untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan mentaati Pemimpin, sedangkan amr 

(perintah) ada yang mengandung wajib, ada yang mengandung Nadb dan ada juga 

yang mengandung kebolehan. 

Untuk mengetahui katagori perintah apakah mengandung wajib, 

mengandung Nadb atau mengandung kebolehan, hal ini perlu diketahui dari 

kepentingan perintah itu sendiri, jika perintah itu dijalankan akan membawa 

kemaslahatan kepada umat manusia dan kalau ditinggalkan akan membawa 

kemadlaratan serta kekacauan kepada umat manusia, maka amr (perintah) itu 

menunjukan wajib. Sedangkan jika perintah itu ada qarinah lain yang menunjukan 

tidak mendesak dan tidak membawa kemadlaratan kalau titinggalkan, maka amr 

(perintah) itu menunjukan kepada nadb atau kebolehan. Dengan demikian karena 

perintah pencatatan dalam perkawinan akan membawa kepada kemaslahatan bagi 

umat manusia serta akan membawa kepada kemadlaratan jika ditinggalkan, maka 

dapat ditafsirkan perintah mentaati ulil amri dalam firman Allah tersebut di atas 

menunjukan kepada wajib. 

2. Banyak Sunnah Nabi yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin, 

diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra.  

Artinya :“Barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, barang 

siapa yang membantah kepadaku maka ia telah membantah kepada Allah, barang 
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siapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku, dan barang siapa yang 

membantah pemimpin maka ia telah membantah kepadaku.” 

Hadits-hadits yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin 

pada umumnya masih besifat umum, tetapi sudah dapat dipastikan yang dimaksud 

dengan mentaati pemimpin disini adalah apabila perintah-perintah itu tidak 

bertenangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama telah sepakat bahwa 

aturan-aturan yang telah di buat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas 

penduduknya Muslim wajib ditaati apabila perintah itu untuk kemaslahatan 

manusia serta tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, sedangkan 

terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang non Muslim, ulama 

berbeda pendapat, sebagian golongan ada yang berpendapat boleh mentaati 

aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang non Muslim jika aturan tersebut 

tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan sebagian lagi 

berpendapat tidak boleh mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin non 

Muslim sekalipun aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan 

Sunnah, karena aturan-aturan yang dibuat oleh Non Muslim adalah batal.Dengan 

demikian dapat disimpulkan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia 

dalam hal ini Departemen Agama RI.yang mana aturan-aturan tersebut dibuat 

oleh orang-orang Muslim untuk kemaslahatan Umat Islam, maka peraturan-

peraturan itu wajib untuk ditaati.  

3. Untuk Kemaslahatan Umat Manusia Pada jaman Rasulullah Saw. setiap 

kejadian pernikahan, thalak, ruju‟ dan lain sebagainya selalu dihadapkan kepada 

Rasulullah, kemudian Rasulullah menghukum begini dan begitu, ini menandakan 

bahwa setiap peristiwa perkawinan dan perceraian selalu diketahui oleh 

Rasulullah, karena kedudukan Rasulullah sebagai Ulama dan Umara. Memang 

pada jaman Rasulullah perkawinan dan perceraian tidak dicatatkan, hal itu dapat 

dimaklumi karena pada waktu itu umat Islam masih sedikit dan cukup hanya 

diingat saja oleh Rasulullah. 
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Sedangkan pada jaman sekarang penduduk manusia sudah banyak sekali, 

maka jika perkawinan itu tidak dicatatkan akan terjadi kekacauan dan 

kemadaratan yang akan menimpa umat manusia, karena kemungkinan besar 

perkawinan itu tidak akan terkontrol, banyak orang kawin cerai-kawin cerai, atau 

telah berkali-kali menikah akan mengaku belum pernah menikah, yang pada 

akhirnya mengakibatkan kemadaratan yang amat besar bagi anak-anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta tidak diketahui siapa ayah 

kandung yang sebenarnya, karena tidak akan bisa diingat lagi siapa yang sudah 

menikah dan yang belum menikah, tetapi kalau dicatatkan akan diketahui 

pernikahan seseorang dan akan terkontrol serta dapat diketahui pula nama orang 

tua seseorang. 

Pada jaman kekuasaan kerajaan Islam semakin luas dan umat Islam 

semakin banyak, permasalahan-permasalahan umat Islam baik mengenai Pidana 

maupun Perdata selalu dihadapkan kepada pemerintah (raja), maka sejak jaman 

kerajaan Umaiyyah maupun Abasiyah sudah memulai pencatatan mengenai 

keperdataan serta menyelesaikannya melalui Pengadilan, karena jika tidak 

dicatatkan dengan baik dan rapi akan menimbulkan kemadaratan bagi 

kelangsungan kehidupan rumah tangga. Oleh karena pencatatan pernikahan dapat 

menegakan kemaslahatan bagi umat manusia, maka sudah sepatutnya pencatatan 

pernikahan dijadikan sebagai rukun perkawinan pada jaman sekarang ini, karena 

pada dasarnya pencatatan perkawinan itu ada dasar hukumnya dari Al-Quran dan 

As-Sunnah serta dapat menegakan kemaslahatan bagi umat manusia.
40

 

Sebagai mana telah disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 yaitu “ Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”, atau sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat 

(2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi 

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat, 
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sedangkan ayat (2) berbunyi “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) 

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Pada ayat (1) pasal 5 KHI disebutkan 

ada kata harus dicatat, kata harus disini berarti wajib atau rukun, karena dengan 

pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak 

dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan 

kemaslahatan dan menolak kemadlaratah hukumnya wajib. 

Dengan demikian karena pencatatan perkawinan mendatangkan 

kemaslahatan, maka sudah seharusnya pencatatan perkawinan itu dijadikan salah 

satu rukun perkawinan pada jaman sekarang ini, oleh karena itu perkawinan yang 

tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi rukun perkawinan, karena tidak 

memenuhi rukun perkawinan, maka sudah dipastikan perkawinan yang tidak 

dicatatkan tidak sah menurut hukum Islam. Pada ayat dua (2) Kompilasi Hukum 

Islam disebutkan “Sahnya pencatatan itu harus dilakukan oleh Petugas Pencatat 

Nikah (KUA)”, analoginya jika pencatatan itu dilakukan oleh bukan Petugas 

Pencatat Nikah, maka nikahnya tidak sah, karena selain Pegawai Pencatat Nikah 

(KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan 

pernikahan. Begitu juga pada pasal 6 ayat (1) KHI berbunyi “ untuk memenuhi 

ketentuan pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di 

bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Kata “harus” juga diartikan wajib, 

artinya perkawinan itu wajib dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah, oleh 

karena itu perkawinan yang dilakukan diluar Petugas Pencata Nikah maka 

nikahnya tidak sah pula menurut hukum Islam. 

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang telah ditunjuk 

(tauliyyah) oleh Presiden Republik Indonesia untuk menangani masalah 

perkawinan bagi orang yang beragama Islam, sehingga para Petugas Pencatat 

Nikah KUA telah disumpah oleh Pemerintah agar mereka dapat menjalankan 

tugas sesuai yang diamanatkan dan sesuai dengan jabatan yang 

diembannya.Dengan tauliyyah itu KUA mempunyai kewenangan yang mutlak 

untuk menangani masalah pernikahan bagi yang beragama Islam, dengan 
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demikian lembaga-lembaga lain baik yang dibuat oleh pemerintah ataupun 

lembaga swasta, golongan ataupun pribadi tidak mempunyai kewenangan untuk 

melaksanakan pernikahan. 

Di Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan (kawin siri) diakui 

keberadaannya, sehingga di Indonesia ada dua pilihan hukum untuk 

melangsungkan perkawinan (pernikahan): 

1. Pernikahan yang dilangsungkan melalui Pegawai Pencatat Pernikahan 

Kantor Urusan Agama, yang dikenal dengan perkawinan secara resmi. 

2. Perkawinan yang dilangsungkan diluar Pegawai Pencatat Pernikahan, 

biasanya dilakukan dihadapat tokoh masyarakat/ulama, yang dikenal 

dengan perkawinan tidak resmi/dibawah tangan/ siri. 

Perkawinan tidak resmi/sirri biasanya dilakukan oleh pria yang ingin 

melangsungkan pernikahan untuk istri ke dua dan seterusnya, karena untuk 

beristri lebih dari satu orang, seorang pria harus mendapatkan izin dari 

Pengadilan, sedangkan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan harus ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi serta ada izin dari istri pertama. Oleh karena 

itu pria yang ingin beristri lebih dari satu orang mereka lebih suka mendatangi 

tokoh masyarakat/ulama karena tidak ada syarat-syarat yang ditentukan. Jika 

perkawinan di bawah tangan /siri tidak dicegah, maka tokoh 

masyarakat/ustadz/orang-orang tertentu akan berlomba-lomba untuk menikahkan 

sebanyak mungkin, serta akan dijadikan sebagai ladang bisnis yang menggiurkan 

untuk mendatangkan uang, perkawinan seperti ini bukan yang dikehendaki oleh 

syari‟ah, karena tidak akan mendatangkan kemaslahatan. 

Muhammadiyah dalam sidang Tarjih (disidangkan pada: Jum‟at, 8 

Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M), memutuskan pencatatan perkawinan 

wajib hukumnya. Berikut uraian singkat pendapat Muhammadiyah:
41

 

Hukum perkawinan karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan 

pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, 

                                                             
41 Dikutip dari www.tarjih.muhammadiyah.or.idpada hari Kamis 30 April 2015 pada jam 

20.00 WIB. 
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telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini 

dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya 

kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan 

itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan 

orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan 

yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara sumai 

isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat 

melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya 

masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas 

perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk 

institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, 

adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang 

salah menurut hukum Islam. 

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan 

ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi 

penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama 

maupun peraturan perundang-undangan.Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki 

dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. 

Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, 

seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan 

anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam 

bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang 

diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975. 

Terlepas dari pemaparan  hal diatas jika keharusan mencatatkan 

perkawinan dianggap sebagai campur tangan negara dalam rangka mewujudkan 

ketertiban, kekurangan perumusan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu 

sendiri yang memberikan peluang bagi penafsiran yang beragam. Harus diakui 

ketentuan yang mengatur tentang sah dan pencatatan perkawinan kurang jelas, 

sehingga dalam praktik seringkali menimbulkan berbagai interpretasi seperti yang 

telah disebutkan diatas.Kalau perkawinan itu diakui sah pada waktu pencatatan, 

maka perkawinan yang belum dicatatkan itu dianggap tidak sah menurut hukum, 

ini lucu jadinya. Sebab, jelas Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 

ayat 1 menetukan sahnya perkawinan pada waktu dilakukan menurut masing-

masing hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Memang pada ayat 2 
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menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan 

perundang- undangan yang berlaku.Prof. Ibraim Hosein menganggap sahnya 

pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, sementara penctatan 

adalah masalah sosial. 

Berdasarkan bunyi penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, 

pencatatan kelahiran, dan perkawinan sekedar dipandang sebaga suatu peristiwa 

penting, bukan peristiwa hukum. Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan 

sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi akan menentukan sah atau tidak 

sahnya anak, begitu pula penatatan perkawinan.
42

 Suatu perkawinan sah atau tidak 

sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-

syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama islam). 

Selain telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dalam KHI 

kesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan juga diatur dalam pasal-pasal 

berikut: 

Pasal 4 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan 

pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Pasal 5 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai 

pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 194 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. 

Pasal 6 

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan d bawah pengawasan pegawai pencatat 

nikah. 

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah 

tidak mempunyai kekuatan hukum. 

                                                             
42
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Dari perbedaan pendapat tentang kedudukan pencatatan bagi suatu perkawinan, 

KHI menganut pendapat pertama ( perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum 

agama), seperti tampak pada pasal 4 KHI juga menegaskan perlunya pencatatan 

perkawinan tetapi berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, keharusan 

mencatatkan perkawinan dalam KHI dipisahkan dari ketentuan tentang kesahan 

perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam KHI diatur dalam pasal  5 dan 6 

dengan sanksi “jika dilanggar” tidak mempunyai kekuatan hukum.  

Dari ketentuan pasal 4, pasal 6 ayat 2 dan pasal 56 ayat 3 KHI, istilah 

“sah” tidak sama dengan istilah “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Sah-nya 

suatu perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya menurut hukum agama, 

seangkan perkawinan yang tidak mempunyai hukum tetap menunjukkan tidak 

adanya pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut dan pengakuan ini dapat 

diperoleh melalui istbat nikah, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana 

ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 KHI. 

Menurut hemat penulis perkawinan sirri adalah sah sepanjang telah 

memenuhi syarat dan rukunnya tetapi perkawinan yan tidak dicatatkan sesuai 

Undang-Undang Perkawinan tersebut bukan merupakan pelanggaran konstitusi 

tetapi hanyalah pelanggaran administratif yang tentu saja kerugian ada pada pihak 

pelaku kawin sirri dengan segala akibatnya.Karena hanya perkawinan yang 

dilakukan dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah saja yang diakui terutama 

dalam hal urusan administrasi kependudukan. 

3.2 Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilaksanakan Tidak Dihadapan Dan 

Tanpa Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 

3.2.1 Akibat Hukum Terhadap Anak 

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai 

sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena 

adanya akad nikah yang sah.Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, 

diantaranya pasal 42, pasal 45 dan pasal 47 Undang-Undang Perkawinan.Pasal 42 
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menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat dari perkawinan yang sah.Pasal 45 (1) kedua orang tua yang dimaksud 

dalam ayat ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri 

sendiri.Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya 

tersebut putus. Sementara pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 ( delapan 

belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. 

Dalam hukum Perkawinan Indonesia hubungan antara anak dan kedua 

orang tuanya tidak dititik beratkan pada salah satu garis keturunan ayah atau 

ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang.Namun seorang anak dilihat 

secara langsung dalam Hukum Perkawinan memiliki hubungan nasab dengan 

ibunya. Ini dapat dilihat dan dipahami dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan 

hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.  

Penentuan nasab anak kepada bapaknya dalam Hukum Perkawinan 

Indonesia didasarkan pada : 

1. Perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan 

juga harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. 

Penentuan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa 

ketentuan yaitu: Pertama, pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang 

berbunyi: “ anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sa “. Kedua, pasal 99 KHI yang menyatakan: anak sah 

adalah (a) anak yang lahir dari perkawinan yang sah. (b) hasil pembuahan 

suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. 

2. Anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Contoh istri 

hamil dan kemudian suami meninggal dunia. Anak yang dikandung istri 

adalah anak sah sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah. 
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Hukum positif Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan 

tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, 

dalam arti bahwa yang satu adalah keturuan yang lain berdasarkan kelahiran atau 

sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak demikian ini disebut anak 

sah.
43

Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak 

didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. 

Anak – anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan tidak 

dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap seagai anak 

yang tidak sah oleh Negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya serta keluarga ibunya sedangkan hubungan perdata dengan 

ayahnya tidak ada ( pasal 42-43 UUP dan pasal 100 KHI). Hal itu bisa dilihat dari 

permohonan akta kelahiran yang diajukan ke Kantor Catatan Sipil. Bila tidak 

dapat menunjukkan akta nikah kedua orang tua si anak tersebut, maka di dalam 

akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertlis 

nama ayah kandungnya dan hanya tertulis nama ibu kandungnya saja. Keterangan 

berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan 

berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. 

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara 

ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal 

bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. 

Akibat lain dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa 

pengawasan pegawai pencatat nikah adalah anak-anak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut masih berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan maupun 

warisan dari ayahnya.
44

 Anak yang lahir di luar perkawinan atau sebagai akibat 

dari perkawinan yang tidak sah, hanya mempunyai nasab, hak dan kewajiban 

nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya 
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J. Satrio Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, ( 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 5 
44
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saja, tidak dengan ayah biologisnya, kecuali ayahnya tetap mau bertanggung 

jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam. 

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengingkari adanya hubungan darah dan 

keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri.Bila anak yang lahir itu 

adalah anak perempuan maka si ayah masih berhak menjadi wali meskipun 

perkawinanannya tiak diakui negara namun karena perkawinan tersebut masih 

dianggap sah menurut hukum islam, oleh karena itu untuk masalah perwalian si 

ayah biologisnya masih dapat menjadi wali. 

Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan yang 

dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah bila 

rumah tangga yang dijalani pasangan tersebut mempunyai anak.Dampak 

negatifnya tentu saja berujung pada si anak.Paling tidak anak anak-anakkurang 

mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari hubungan 

perkawinan yang resmi.Derita si anak semakin bertambah apabila keluarga dari 

ayah biologisnya juga tidak mau mengakuinya dan hanya diakui oleh ibu dan 

keluarganya saja sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus.
45

Apalagi bila 

ibunya telah di tinggal pasangannya kecuali ada kesadaran dari ayah biologisnya. 

3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan 

Hakekat dan tujuan perkawinan dalam islam sebenarnya bermuara kepada 

beribadah untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan bahagia, yang diridhoi 

alloh SWT di dunia dan di akhirat. Bahkan perkawinan harus dipertahankan 

hingga ajal menjemputnya.Namun demikian manusia hanya merencanakan, 

Tuhanlah yang menentukan dalam setiap perjalanan hidup setiap makhluk 

termasuk lika-liku dalam rumah tangga hambanya.Banyak faktor yang memicu 

keretakan rumah tangga hingga beruung pada perceraian. 

                                                             
45

Banyak kasus anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang tidak diakui 

ayahnya bertahun-tahun sampai sekarang, sepeti anak dari macicah mochtar dengan salah 

seorang pejabat Negara yang anak hasil hubungannya tersebut dibantah oleh keluarga ayah 

si anak. 
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Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya kepada diri pribadi 

mereka-mereka yang melangsungkan perkawinan, hak dan kewajiban yang 

mengikat diri pribadi mereka, akan tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum 

pula terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan 

hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya.Hubungan hukum 

kekeluargaan menetukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta 

perkawinan tidak lai merupakan hukum kekayaan keluarga.
46

 

Setiap perkawinan, masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai 

harta yang dibawa dan diperoleh sebelum perkawinan dilaksanakan.Suami atau 

istri yang telah melakukakn perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama 

perkawinan yang disebut harta berama.Meskipun harta bersama tersebut hanya 

suami yang mencari dengan berbagai usahanya sedangkan istri hanya mengurus 

rumah tangga dan anak-anaknya dan tidak ikut mencari nafkah.
47

 

Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama 

yang telah diperolehnya tersebut untuk kepentingan rumah tangganyatentunya 

dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang 

keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus meminta 

persetejuan dari keduanya atau masing-masing pihak berhak menguasainya 

sepanjang para pihak menentukan lain.
48

 

Dalam hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pihak yakni 

suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat 

diganggu oleh pihak lain. Suami atau istri yang menerima pemberian, warisan dan 

sebagainya tanpa ikut sertanya piak lain berhak menguasai sepenuhnya harta 

benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum 

                                                             
46

J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 

cetakan 1 Hal. 5 
47

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam,( Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

Hal. 231-232 
48

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Aditya Bakti, 1999), 

Hal. 155 
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perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.
49

Maksud dari harta bersama 

adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau 

warisan.Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-

sendiri selama masa ikatan perkawinan.
50

 

Dari uraian tersebut diatas, masing-masing pihak suami maupun istri 

merasa berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan 

mereka.Perebutan harta bersama ini menjadi rumit bila masing-masing pihak 

bersikeras dengan pendiriannya baik dialami ketika perceraian karena kematian 

(perebutan harta warisan dengan para ahli waris) atau perceraian ketika kedua 

belah pihak masih hidup. Bila tidak bisa ditempuh secara musyawarah maka akan 

berujung pada gugatan melalui Pengadilan Agama. 

Harta bersama dalam kalangan masyarakat dikenal dengan harta gono-

gini.Konsep dan istilah harta gono-gini sendiri sebenarnya diambil dari tradisi 

jawa.Istilah gono-gini kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan 

antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan.Karena itula harta yang 

berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut disebut harta bersama. Tak heran 

istilah dan konsep harta bersama yang akirnya digunakan dalam hukum positif di 

Indonesia merupakan kompromi antara tokoh-tokoh masyarakat (tokoh agama 

dan adat) dengan memadukan antara hukum islam dan hukum adat yang 

berkembang dimasing-masingdaerah. Dari kompromi itulah beberapa klausul 

dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan.Juga melalui kesepakatan bersama para ulama‟ istilah dan konsep 

harta bersama dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah mengadopsi pembagian waris 

harta bersama.Dalam Undang-Undang perkawinan dasar harta gono-gini adalah 

pasal 35 ayat 1 sementara dalam KHI pasal 85 dan 86. Pasangan calon suami istri 
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Hal. 200 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


54 
 

yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan 

bahwa harta bersama dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Seperti yang 

diatur dalam pasal 49 ayat 1 KHI begitu pula sebaliknya, pasal 49 ayat 2. 

Harta benda dalam perkawinan ada 3 macam yaitu: 

1) Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. 

2) Harta bawaan yaitu harta benda milik masing-masing pihak yaitu suami 

atau istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang 

diperoleh sebagai warisan dan hadiah.
51

 

3) Harta perolehan yaitu harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh 

masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan 

perkawinan.
52

 

Seperti dijelaskan sebelumnya pembagian harta gono-gini terjadi bila adanya 

perceraian baik salah satu pihak meninggal dunia atau cerai hidup, masing-masing 

pihak dapat menyelesaikan secara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan 

atau jika tidak terjadi kepakatan dapat mengajukan kepada pengadilan Agama. 

Uraian tentang harta bersama pada pembahasan diatas mempertegas 

bahwa eksistensi harta gono-gini dalam perkawinan atau rumah tangga muslim 

sebagian masih menemui masalah baik dalam praktek sehari-hari maupun 

pembagiannya bila terjadi perceraian suami istri tersebut. Akibat dari perebutan 

harta kekayaan yang tidak dapat diselesaikan meski telah melibatkan pihak-pihak 

terdekat yang pada akhirnya berujung sidang di pengadilan Agama.Merujuk pada 

hasil penelitian sebelumnya, praktek perkawinan yang dilaksanakan tidak 

diadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah berdampak buruk pada 

kelangsungan hidup bagi perempuan yang di nikahi. 

Akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan 

tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah akan terjadi kalau 

si laki-laki pergi meninggalkan si perempuan, si perempuan akan sulit untuk 

                                                             
51

Lihat Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat 2, pasal 36 ayat 2 
52
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mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan 

sebab tidak adanya akta nikah untuk membuktikan bahwa telah terjadi 

perkawinan. Selain itu jika si suami meninggal dunia maka anak dan istri masih 

bisa mendapatkan warisan atas harta yang ada sebab perkawinan yang terjadi 

adalah perkawinan yang sah hanya saja tidak diakui oleh negara.Pada dasarnya 

penyelesaian masalah harta kekayaan dari perkawinan yang dilaksanakan tidak 

dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah ini banyak dilakukakan 

istri dengan pendekatan secara persuasif dengan melibatkan keluarga pihak suami. 

Jalan lain ditempuh dengan minta bantuan kepada LSM Perempuan atau 

KOMNAS Perempuan sebagai pendamping untuk menjadi penengah dalam 

musyawarah menyelasaikan masalah harta kekayaan tersebut bila dalam 

musyawarah tersebut terdapat jalan buntu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan 

pegawai pencatat nikah adalah sah dimata agama dan tidak sah dimata 

Negara. Meskipun dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

kurang jelas sehingga menimbulkan banyak interpretasi namun 

berdasarkan bunyi penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, 

pencatatan kelahiran, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu 

peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Selain itu dari ketentuan pasal 

4, pasal 6  ayat 2 dan pasal 56 ayat 3 KHI, istilah “sah” tidak sama dengan 

istilah “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Sah-nya suatu perkawinan 

ditentukan oleh pelaksanaannya menurut hukum agama, sedangkan 

perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap menunjukkan 

tidak adanya pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut dan 

pengakuan ini dapat diperoleh melalui istbat nikah, dengan pembatasan-

pembatasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 KHI. 

2. Akibat dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa 

pengawasan pegawai pencatat nikah adalah bahwa apabila dalam 

perkawinan tersebut menghasilkan anak maka anak tersebut hanya 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja karena anak 

tersebut dianggap sebagai anak yang tidak diakui negara sebab tidak 

adanya akta nikah untuk membuktikan bahwa telah tejadi 

perkawinannamun anak tersebut tetap mendapat pengakuan yang 

sama dengan perkawinan yang dicatatkan oleh karena itu apabila 
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anak tersebut perempuan si bapak biologis anak ini masih  dapat 

menjadiwali bila anak tersebut menikah karena anak tersebut masih 

tetap lahir dari pekawinan yang sah hanya saja tidak diakui negara. 

Akibat lainnya adalah apabila terjadi perceraian maka si perempuan 

akan sulit mendapatkan harta bersama sebab tidak adanya akta nikah 

untuk membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan namun apabila si 

suami meninggal dunia si anak dan istri tersebut masih mendapatkan 

warisan dari si suami sebab pada dasarnya perkawinan yag mereka 

jalani adalah perkawinan yang sah hanya saja tidak mendapat 

pengakuan negara karena tidak dicatatkan. 

4.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas, disarankan: 

1. Untuk memperoleh keabsahan dari perkawinan yang diakui baik oleh 

hukum islam maupun hukum Negara alangkah baiknya bila akan 

melangsungkan perkawinan haruslah mengikuti peraturan yang ada 

yakni dilaksakan dihadapan dan dalam pengawasan pegawai pencatat 

nikah agar dalam rumah tangga tersebut kedepannya tidak mendapat 

kesulitan apapun. Juga untuk pemerintah hedaknya pencatatan 

perkawinan di jadikan sebagai rukun karena mengingat pentingnya 

pencatatan perkawinan tersebut. 

2. Masyarakat harus sadar diri untuk tidak melaksanakan perkawinan 

yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai 

pencatat nikah agar tidak terjadi lagi akibat-akibat buruk baik 

terhadap anak maupun harta bersama karena perkawinan tersebut 

tidak diakui oleh Negara. 
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Undang-undang Republik Indonesia  

Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang  

Perkawinan 

 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

  

Menimbang : 

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, 
perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. 

Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

M E M U T U S K A N: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. 

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 1
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BAB I  
 

DASAR PERKAWINAN 

  

Pasal 1 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pasal 2 

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. 

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari 
seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam 
pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan 
di daerah tempat tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang 
akan beristri lebih dari seorang apabila: 

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 5 

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: 

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anak mereka. 

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak 
mereka. 

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 2
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(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan 
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya 
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 

BAB II  
 

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 

  

Pasal 6 

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya. 

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 
untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara 
atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas 
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) 
pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, 
maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain. 

Pasal 7 

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 
dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada 
Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak 
wanita. 

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut 
pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi 
tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 

Pasal 8 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 3
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a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 
antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan 
saudara neneknya; 
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; 
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; 
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, 
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku 
dilarang kawin. 

Pasal 9 

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali 
dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini. 

Pasal 10 

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi 
untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, 
sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan 
tidak menentukan lain. 

Pasal 11 

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah lebih lanjut. 

Pasal 12 

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.  

 

BAB III  
 

PENCEGAHAN PERKAWINAN 

Pasal 13 

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan. 

Pasal 14 

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus 
ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon 
mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya 
perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, 
sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi 
calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang 
tersebut dalam ayat (1) pasal ini. 
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Pasal 15 

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua 
belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang 
baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. 

Pasal 16 

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila 
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 
Undang-undang ini tidak dipenuhi. 

Pasal 17 

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana 
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat 
perkawinan. 

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan 
perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. 

Pasal 18 

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik 
kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. 

Pasal 19 

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. 

Pasal 20 

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu 
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam 
Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun 
tidak ada pencegahan perkawinan. 

Pasal 21 

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut 
ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan 
perkawinan. 

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan 
perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan 
tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.  

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan 
penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat 
keterangan penolakkan tersebut di atas. 

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akanmemberikan 
ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, 
agar supaya perkawinan dilangsungkan. 
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(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan 
penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi 
pemberitahukan tentang maksud mereka. 

 

BAB IV  
 

BATALNYA PERKAWINAN 

Pasal 22 

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan. 

Pasal 23 

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. 

b. Suami atau isteri. 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang 
mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi 
hanya setelah perkawinan itu putus. 

Pasal 24 

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah 
pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 
Undang-undang ini. 

Pasal 25 

Permihonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum 
dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. 

Pasal 26 

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak 
berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) 
orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus 
ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. 

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat (1) pasal 
ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat 
memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus 
diperbaharui supaya sah. 
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Pasal 27 

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami 
atau isteri. 

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari 
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup 
sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan, maka haknya gugur. 

Pasal 28 

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. 

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap : 

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama 
bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 

c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-
hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 

BAB V  
 

PERJANJIAN PERKAWINAN 

Pasal 29 

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh pegawai 
pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. 

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, 
agama dan kesusilaan. 

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari 
kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan 
pihak ketiga. 
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BAB VI 

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI 

Pasal 30 

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 
menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 

Pasal 31 

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

Pasal 32 

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh 
suami-isteri bersama.  

Pasal 33 

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 
bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 

Pasal 34 

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
 
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 
 
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan. 

BAB VII 
 

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN 

Pasal 35 

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh 
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
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Pasal 36 

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua 
belah pihak. 

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya 
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.  

Pasal 37 

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-
masing. 

BAB VIII  
 

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA 

Pasal 38 

Perkawinan dapat putus karena: 
a. Kematian, 
b. Perceraian dan  
c. atas keputusan Pengadilan. 

Pasal 39 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu 
tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. 

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan 
tersebut. 

Pasal 40 

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan 
perundangan tersendiri. 

Pasal 41 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, 
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 
diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban 
tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. 
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 

 

BAB IX  
 

KEDUDUKAN ANAK 

Pasal 42 

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 
sah. 

Pasal 43 

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya. 

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 44 

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana 
ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan 
tersebut. 

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak 
yang berkepentingan. 

 

BAB X  
 

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK 

Pasal 45 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu 
kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan 
antara kedua orang tua putus. 

Pasal 46 

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. 

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan 
keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya. 
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Pasal 47 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak 
dicabut dari kekuasaannya. 

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di 
luar Pengadilan. 

Pasal 48 

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang 
tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu 
menghendakinya. 

Pasal 49 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang 
anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga 
anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 
berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : 

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 

b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk 
memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. 

 

BAB XI 

PERWAKILAN 

Pasal 50 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di 
bawah kekuasaan wali. 

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. 

Pasal 51 

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, 
sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang 
saksi. 

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah 
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan baik. 

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-
baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. 
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(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada 
waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak 
atau anak-anak itu. 

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya 
serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. 

Pasal 52 

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini. 

Pasal 53 

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 
Undang-undang ini. 

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. 

Pasal 54 

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah 
kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputisan Pengadilan, 
yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. 

 

BAB XII  
 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Bagian Pertama 
 

Pembuktian Asal-usul Anak 

Pasal 55 

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat 
mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan 
yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. 

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran 
yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte 
kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
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Bagian Kedua 

Perkawinan di Luar Indonesia 

Pasal 56 

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang 
warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan 
menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi 
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat 
bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal 
mereka. 

Bagian Ketiga 
 

Perkawinan Campuran 

Pasal 57 

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan 
antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena 
perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

Pasal 58 

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan 
campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula 
kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-
undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. 

Pasal 59 

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan 
menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. 

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-
undang perkawinan ini. 

Pasal 60 

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat 
perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. 

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan 
karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh 
mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang 
mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. 

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, 
maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan 
tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan 
pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. 
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(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu 
menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3). 

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi 
jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan 
itu diberikan. 

Pasal 61 

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. 

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tampa memperlihatkan lebih 
dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan 
pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan. 

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetaui 
bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. 

Pasal 62 

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) 
Undang-undang ini. 

Bagian Keempat  
 

Pengadilan 

Pasal 63 

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: 

a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam. 

b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya. 

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.  

BAB XIII  
 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 64 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang tejadi 
sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, 
adalah sah. 

Pasal 65 

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama 
maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-
ketentuan berikut: 
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a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; 

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah 
ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; 

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak 
perkawinannya masing-masing. 

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-
undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal 
ini. 

BAB XIV  
 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan 
atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), 
Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 
No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 
158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur 
dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 67 

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaanya 
secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur 
lebuh lanjut oleh Peraturan Pemerintah. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta, 
pada tanggal 2 Januari 1974 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

SOEHARTO 
JENDERAL TNI. 

Diundangkan di Jakarta, 
pada tanggal 2 Januari 1974 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I 

SUDHARMONO, SH. 
MAYOR JENDERAL TNI. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1 
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